
 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 
Salinan   

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

NOMOR  6  TAHUN  2011 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR 5 TAHUN 2006 

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH  

PT. BANGKIT BANGUN SARANA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI  BOJONEGORO, 

 

Menimbang : a. bahwa PT. Bangkit Bangun Sarana sebagai salah satu 

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah 

Kabupaten Bojonegoro perlu didorong kearah yang lebih 

sehat dan mandiri dalam menjalankan fungsi perusahaan 

dengan prinsip-prinsip ekonomi sehingga mampu bersaing 

secara lebih kompetitif; 

  b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 

Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) PT. BANGKIT BANGUN SARANA, perlu 

ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan prinsip 

pemberian kesempatan usaha yang sama bagi semua 

pelaku usaha/perusahaan guna lebih meningkatkan daya 

saing ; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu dibentuk 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2006 

tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

PT. BANGKIT BANGUN SARANA ; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kota dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Diumumkan pada 

tanggal 8 Agustus 1950) ; 

2. Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387); 
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3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan 

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3827) ; 

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa 

Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833) ; 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; 

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756) ; 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun  2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5234); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang 

Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran 

Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3955) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 

2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang 

Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran 

Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3957) ; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 

tentang Bentuk Hukum Usaha Milik Daerah ; 


